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Abstrak
 

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari desentralisasi merupakan upaya

untuk dapat lebih mendekatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan

Otonomi daerah telah membentuk dua lembaga yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya yaitu,

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan keluarnya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan terhadap Undang-Undang

sebelumnya telah mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan didalam pelaksanaan otonomi daerah.

Jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terlihat DPRD lebih memiliki kekuasaan dibanding

dengan Pemerintah Daerah, karena DPRD dapat menjatuhkan kepala daerah apabila laporan

pertanggungjawabannya ditolak. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, DPRD tidak dapat

menjatuhkan pemerintah daerah. Penelitian ini memusatkan kajian pada salah satu fungsi DPRD yang

penting yaitu pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah

Daerah diharapkan dapat menjaga agar terselenggaranya pemerintahan yang baik mencakup rule of law,

partisipasi yang diperintah, keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang kesemuannya

penting bagi pembangunan manusia. Akuntabilitas akan sulit terwujud tanpa keterbukaan (openess) atau

transparansi (tranparency). Asas ini merupakan jaminan terdapatnya kesempatan bagi publik untuk

memperoleh pengetahuan mengenai siapa yang membuat keputusan, keputusan yang dibuat dan alasan yang

mendasari.

Transparansi merupakan asas pelengkap bagi public disclosure. transparansi sangat membantu pengelolaan

yang baik dan dalam mengurangi peluang bagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Transparansi juga untuk

memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD

sangat tergantung dari sejauh mana keterlibatan DPRD sejak perancangan perumusan kebijakan, penguasaan

terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang,

hubungan dan komunikasi dengan masyarakat dan konstituennya, kesesuaian antara perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan, juga pengawasan internal terhadap anggota dan alat-alat kelengkapannya yang dapat

bekerja secara maksimal.

Adapun efektifitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya DPRD akan dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti; interaksi antara pemerintah dan DPRD, mekanisme dan teknik pengawasan dewan, kemampuan dan

integritas serta perhatian anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan, adanya intrumen dan jelasnya

indikator suatu dokumen kebijakan, dan juga terdapatnya komunikasi dan hubungan yang baik antara DPRD

dan masyarakat serta konstituennya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pengawasan DPRD dalam

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pada beberapa hal DPRD dapat mengawal suatu perencanaan

pembangunan sampai menjadi satu kebijakan Perda. Namun dalam hal lain menunjukkan bahwa fungsi

pengawasan DPRD belum berjalan optimal mengontrol pelaksanaan pembangunann. Hal ini disebabkan
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karena kurangnya kemampuan dan integritas anggota DPRD. Hubungan antara Anggota DPRD dengan

masyarakat dan konstituen yang kurang baik mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan terhadap

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Beberapa saran diberikan seperti perlunya menyepakati ruang lingkup pengawasan DPRD, peningkatan

kemampuan dan integritas DPRD dengan pelatihan khusus, pengawasan oleh masyarakat dan konstituen

terhadap DPRD serta perlunya pembakuan dan pola standar penjaringan aspirasi rakyat, peningkatan dan

pendalaman penguasaan peraturan perundang-undangan oleh DPRD.

<hr>The regional autonomy given by the government as the implementation of decentralization is an effort

to be able to bring closer public service to the people. The regional autonomy has organized two institutions

which are responsible for its implementation i.e., the regional government and the regional parliament

(DPRD). The announcement of Law Number 32/2004 on Regional Government as amendment to previous

Law has resulted in significant changes in implementation of regional autonomy. In Law number 22/1999,

DPRD had more power compared to the Regional Government, because DPRD could overthrow the

regional head if his accountability report is refused, under Law number 32/2004 DPRD cannot overthrow

the regional government.

This researched focuses on the study of one of the important functions of DPRD that is DPRD?s

supervision. This supervisory function of DPRD in the implementation of regional government?s policy is

expected to be able to see that the good governance implemented covers rules of law, participation of those

governed, justice, effectiveness, efficiency, transparency and accountability those all of which are important

for human development. Accountability will be difficult to realize without openness or transparency. This

principle constitutes a guarantee of opportunity for the public to know who is the decision maker, what

decisions are made and the reason for them. Transparency is supplemental principle for public disclosure.

Transparency helps a lot in assisting good management and in reducing the opportunity for corruption,

collusion and nepotism. Transparency is also for keeping the trust of the public in the government

institution. The function of supervision on the part of DPRD depends a lot on the extent of DPRD?s

involvement in formulating the policies, command of the regulation and the Law and the authority given by

the Law, the relation and connection with the public and its constituents, also internal controll on members

and the instruments that can do maximum work.

Effectiveness of DPRD?s supervision will be influenced by several factors such as; conformity between

policy making and implementation, interaction between the government and DPRD, the mechanism and

technique of supervision, the capability and integrity and attention of members of DPRD in carrying out

supervision, the existence of instrument and clarity of a policy document indicators and also the existence of

communication and good relations between DPRD and the public and its constituents.

The results of the research show that the factors mentioned above have very great influence on DPRD?s

supervision in implementation of regional government?s policy. In some cases, DPRD may supervise a

development plant until it becomes a regional government policy. However, on the other hand the

supervisory function of DPRD has not been running optimally in controlling development. this is the result

of lack of capability and integrity on the part of members of DPRD. The less than good relationship between

member of DPRD and the public and its constituents results in ineffective control over the implementation

of development carried out by the regional government.

Several recommendations are given such as the necessity for joint a agreement on the scope of DPRD

supervision, improved capability and integrity of DPRD by special training, public and constituents control



of DPRD and necessity for standardization and pattern of screening public aspirations, improvied and in-

depth command of the rules of Law by DPRD.


